
PETUNJUT( OPERASIONAL ( PIO )
PENGELOLAA]\I ADMIMSTRASI PENSIIJN PEGAWAI

TAHI]N ANGGARAN 2O2O

A. TUGAS POKOK DAN FTINGSI

- TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturar Dasrah Kabupaten Pesisf Selatao Nornor 08 Tahuu 2016 tontang Susuna[ dan Pembentukau Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten P€sisir Selatan, Badan Kepegalvaian dalr Pengembangan Sumber Da],a Manusia IGbupaten pesisir Selatan
mempuyai Tugas Pokok menlelenggamkan uusan Pffrcrintahan Daerah di Bidang Kepegawaian don Peugembangaa Sumber Daya
Manusia.

- FUNGSI
Untuk melalisanakan tugas di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembanga[ Sumbfl Daya Marusia Kabupateo Pesisir Selatan mempmyai
fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Telois di bidang kepegawaian dan porgembangan sumber daya manusia.
2 Perenaanaan dao pengembangan kepegawaian daerah.

3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat. pemindahan dan pembehfltian p€gawai negeri sipil daerah sesuai dengan
uorma standar yatrg b€rla(-u.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepega$aian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pelal$anaan tugas laimya yang diberikan oleh pimpinan.

B. MASALAII YANG DI HADAPI
- Banyaknya PNS dilingkungan Pomerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaDg akan memasuki Peisiun, Pensiun Janda,/Dlrda dan Pensiun Atas

C. KONDISI AWAL/SAAT INI
- Adanya PNS yang akan memasuki Usia Pensiun, Pensiun Janda,/Duda dan Pensiun atas Permintaan Pensirm sebanvak 300 orane .

D. TUJUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS, Pensiun Jada Duda dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri sebanya banyak 300 orang

E. SASARAN
- Semua PNS yang akan Pensiun dilingkmgan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan.

F. DANA
- Dana tersedia : Rp. 24.900.000,- ( Dua Putuh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) RKA Terlarnpir:

G.HASIL YANG DI HARAPKAN
- Terbitnya SK Pensiuin bagi PNS yang akan memasulii Usia Peruiuu, Pensiun Janda/Duda dar Pensiun Atas Permintaan

Sendiri sebanyak 300 orang.

H. KETERKAITAN DENGAN UMT KERJA LAIN
- Seluuh unit kerja di lingkmgan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mensacu keoada :

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daoah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahutr2015 te[tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tenta[g P€meri ahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 ienlang P€ng€lolaan Keuangao Daerah.
a. Penturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 lahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perah[an Menteri Dalam Negeri Nomor : 13

Tahun 2006 terfang P€domao Pengelolaan Ksuangan Daerah.

d. Dokumen Pelaksanaan Alggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor 3.00.04.3.00.04.01.17 .24 t1lltxtg Kegiatan Pengelotaan
Administrasi Pensiun Pegawai tahun Anggaran 2020.

e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/39 AQtS/BPT-PS/2020- tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri
Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Psrangl(at Daerah Kabupaten Pesisir Selatarr Tahun Anggaran 2020

f. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangar Sumber Daya Ma lsia Kabupaten Pesisi Selatan Nomor : 800.05/ 03
/BKPSDM-2020, tanggal 9 Januari 2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksa.a Tekis Kegiatan (PPTK)
dilingkurgan Badan Kepegawaian dan Pengembalgan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Ditotapkan Susunan Oryanisasi pada Kegiatan Pemetaan Potensi Pejabat Strultural / PNS Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1 Penanggungja*ab Program / Penggma Anggaran, Kepala Badan Kep€gawaian dan P€rgembangan Sumbq Da.va Maousia Kabupaten
Pesisir Selatan.

2 Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN

3 Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)- Kasubbid Pemberhentian ASN

4 Bendaharawan Pengeluaran, StafBadan Kepegarvaial dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
5 Sekrctariat Pelaksana Teknis Kegiatan, stafBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.



K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Suat Keputusan Bupati Pesisir Selatan d@ Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing u6sur
p€ngelola kogiatan adalah sebagai berikut :

1 Penanggung Jawab Pro$am
Bedugas sebagai beriLlt :

l. 1 Membutnrk organisasi pengelola kegiataq melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Memberikan arah dan petu{tjuk umum dalam mngka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatao.

1.3 Memberikan laporar: kepada Bupati atas pelaksanaan prcgam dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran
beqalan.

1.4 Mempertanggungjawabkan dan uenandatangani seta memeriksa seluuh dolomen transaksi palng lambat I X 3 bulan.

1.5 Menan&tangani sruat pemyataao targgungjawab Pengguna Anggaran.
l 6 M€nardatangani SPM.

1''7 Mengclola utang dan piutang -vang m€ljadi tsnggungiarvab Perangkat Daemh.
1.8 Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang meljadi tatrggungjarvab Perangliat Daerah.

1-9 Menyrsun dan menyampaikan Laporan Keuaagan Perangkat Daerah.
l.l0 Mengawasi Peialisanaan Aaggaran Pcnngkat Daerah.
t.ll Melsksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lairmya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah

melalui Sekreta.is Daerah selaliu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jauab Kegiaran

Bertugas sebagai beril'-ut :

2.1 Membantu Penanggung jarvab Kegiatan dalam melakulian tugas yang dilimpahkan dengan pertimbargan beban tugas dan rentang
kendali / kompetsnsi dan pertimbangan laimya-

2.2 Pelimpahao kewenangan trrsebut ditetapkm dergan keputusan Kcpala Daerah atas usul Kepala Pemngkat Daerah.

3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bertugas sebagai beril:ut :

3.1 Meny.iapkanOrganisasiPengelolaKegiatan.
3.2 MengendalikanPelaksanaanKegiatan.
3.3 Mengrsullian kebutuhan biaya bulalan kegiatan kepada Pengguna Alggaran / Kuasa pongguna Anggaran.
3.4 Melaporkanperkembanganpelalisanaankegiatan.
3.5 Menyiapkan dokumen iihggaran atas beban pengeluaran pelalisanaan kegiatan.
3.6 Da[ hrgas-h.Bas lainnya sesuai yang diahn dalam K€putusan Presiden Nomor : 80 Tahrm 2003 teftaqg Pedoman Pelaksanaan

Pergadaan Barsng / Jasa Pemerintah.

4 Sek€tariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berilut :

4.1 Mernbantu Pelaksana Kegratan dalam pelaksanaan tryas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana Kegiatan.

5 Bendahara Pengeluaran

Bertugas sEbagai berikut :

5. I Melaksanakan penatausahaan pe[geluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang PoIsediaan (UP), Ganti Uaog (GLD daD Tambah
Uang (TU).

5.2 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA,4(PA melalui PPK-OPD berdasarkan SpD
5.3 Mencatat SPP yaog diajukan ke dalam registsr dibuat tiga rangkap, lembar I dan 2 untuli PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip

bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan k€tentuan yang berlak-u.

Painan- 15 lanuari 2020
Diseu4jui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Diketahui oleh :

Pengguna Anggaran / Kepala BKPSDM
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